
 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG 

NOMOR ….. TAHUN ….. 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

limpahan rahmat dan karunianya sehingga tim penyusun Peraturan Wali Kota 

Singkawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang dapat 

menyelesaikan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan harapan. 

Peraturan Wali Kota ini disusun dalam rangka perubahan mekanisme 

kerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah 

untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas 

dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Singkawang. 

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik dalam 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif 

dan efisien.  

 

 

 

Tim Penyusun, 

Ketua 
 

 
 

Ari Sastriyana, S.STP 

Pembina Tk I 

NIP. 19820914 200012 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang mengharuskan setiap 

Instansi Pemerintah segera melakukan Penyesuaian Sistem Kerja paling 

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.  

Sebagai tindaklanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kota 

Singkawang kemudian menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang            

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

dimana Sistem Kerja merupakan instrument bagi Pegawai ASN dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan 

struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam penyederhanaan 

birokrasi.  

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tersebut, maka perlu 

dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah 

berdasarkan mekanisme kerja yang baru. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam penyesuaian mekanisme kerja yang baru sesuai Peraturan Wali 

Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Perhubungan tentang Kedudukan, Susunan 

organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan perlu diganti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

C. Tujuan Penyusunan 

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan 

efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis 

tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

D. Dasar Hukum 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856) 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2016 tentang 

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 94); 

15. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Sistem 

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2024 Nomor 3). 

 

BAB II 

POKOK PIKIRAN 

Pokok pikiran atau dasar pemikiran disusunnya Peraturan Wali Kota 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

sebagai berikut: 

1. Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai tindaklanjut diterbitkannya 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 3 

Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

sehingga harus disesuaikan dengan mekanisme kerja yang baru. 

2. Peraturan Wali Kota ini diperlukan Perangkat Daerah  sebagai arah dan 

pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

3. Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. 

 

BAB III 

MATERI MUATAN 

A. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi : 

a. kedudukan; 

b. struktur organisasi; 

c. tugas dan fungsi; 

d. kepegawaian; 

e. jabatan perangkat daerah; dan 

f. tata kerja dan laporan. 

 



 

 

B. PEMBIAYAAN 

Untuk Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi 

pada Perangkat Daerah  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Singkawang. Dan untuk Pelaksanaan program 

berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai akibat diterbitkannya peraturan 

tentang sistem kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi 

serta tata kerja perangkat daerah berdasarkan mekanisme kerja yang baru. 

B. Saran 

Setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Perangkat Daerah harus 

segera menyesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang baru. 

 

 


